LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

NCMOR : 52 TAHUN 2002 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

enimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang

‘ Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonom: Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;



Mengingat

. bahwa Kabupaten Nias memiliki objek

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga

. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 19

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang‘

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

wisata yang potensial , sehingga perlu dilaku
pembinaan, pengendalian, pelestarian
pengawasan ;

dimaksud pada huruf a, b dan ¢ di atas, ikl
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupat
Nias tentang Retribusi Objek Wisata ;

tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daeralts
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negart‘
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Iembarm
Negara Nomor 1092) ; ]

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ]

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pldana
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Kepariwisataan (L.embaran Negara Tahun 1990
Nomor .:;! , Tambahan Lembaran Neg
Nomor 3427) ,

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 ;1;
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
tentang  Pengendalian =~ Pencemaran  Air
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara. Tahun 1993 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang ~ Kewenangan = Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negarg
Tahan 2001 Nomor 119, Tambahan ! cmbarag
Neiata Nomor 4139), k-

12. Keputusan Presiden Nomor 30 Taiun 1963888
tentang Pedoman Pembinaan Kepari. aiaan/
Nasional ;

- 13. Peraturan - Pemerintah Nomor 66 Tahun 200f;
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negan
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lemba
Negara Nomor 4139);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 199988
tentang ~ Tekntk  Penyusunan  Peratur,
Perundang-undangan dan Bentuk Rancang
Undang-Undang, Rancangan Peratur,
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presider

15. Keputusan Menteri  Pariwisata, Pos
Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPP
85 tentang Peraturan Pondok Wisata
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
Telekomunikasi Nomor
104/PW.105/MPPT-89 ;

16. Keputusan Menteri  Pariwisata, Pos
Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentang.
Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi ; :

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain-lain ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai  Negeri  Sipil yang  melakukan
penyidikar  terhadap pelanggaran - Peraturan
Daer.'" yang memuat ketentuan Pidana
(Lembicran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 14);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 11) ;

- Dengan persetujuan

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

TENTANG RETRIBUSI OBJEK WISATA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Nias ;

b, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;

. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;

{. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;




" Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
# Sural untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda ;

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk mencari,
4 mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
B menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
‘lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di
bidang Retribusi ;

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian
| tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neger Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudaysaf
Kabupaten Nias ; . Bt
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;.
Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adal
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisat da
Kebudayaan Kabupaten Nias ;

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa o
wisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentirigt§
orang pribadi dan atau badan ; ke
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah'is
pelayanan objek wisata ;

Objek wisata adalah objek wisata yang berada di dalam wilsyl
Kabupaten Nias dan pengelolaannya menjadi  kewenangan
tanggung jawab Pemerintah Daerah ; .

Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untd BAB II

melakukan pemungutan retribusi ; NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD 8 WAJIB RETRIBUSI
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah ret Pasal 2

yang terhutang ;
_ Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD a
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mela
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempa
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dis
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamnya ju
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekura
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan j
retribusi yang masih harus dibayar ; :
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tamba i
selanjutnya  disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan 'y4
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disi
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebi
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ; '

engan nama Retribusi O'bjek Wisata dipungut kepada setiap orang dan
i badan yang memasuki lingkungan objek wisata.

4 Pasal 3

ek Retribusi adalah jasa atas pelayanan dan atau penggunaaan
ifina/prasarana objek wisata. .

r Pasal 4

byek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan
.48 menggunakan sarana/prasarana objek wisata.

Pasal 5

_ ,gjib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
#Peraturan Daerah ini.



BAB {11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Objck Wisata termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

6. Kendaraan roda dua ti
h ' ua tidak pe i
8, I\anl?ra biasa rmesin Rp 250
% Moving camers, fang R 2.500-
Sgjenisnya a

b, Retribus; untuk sekalj mem

1. Ob;

) asuki objek wi
Jek wisata sejarah, Jek wisata

budaya, megalit

£ARTY dan perkampungg, tradisi
_ ’ ‘
KETENTUAN RETRIBUSI a Dewasa onal ;
Pasal 7 c' i elajar dap Mahasiswa }I{{P 1.000.-
: . G . + AAnak-anak  (di  payan P 300-
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Objek Wisata adalah 12 tahun) Mo
diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pada objek wisata. 2. Objek wisata ulum berupa keind B P 500.-
alam panorama panta; ‘€indahan '
» F pantai, d
Pasal 8 agro wisatg : anau, gua dan
- . W : a. Dewasa
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Objek Wisata adalah untuk mengganti b. Pelajar dap Mahasig Rp  800.
biaya pemeliharaan, perawatan, pelestarian, penataan  pembangunan. . Anak-angk (dismwa b 250.-
sarana/prasarana objek wisata. 12 tahun) bawah  ymur )
Rp  250.

Pasal 9

(1) Setiap orang, pemilik kendaraan, pemilik kamera atau sejenisnya Decualikan dap:
yang memasuki dan atau dibawa masuk ke  dalam 4>, -
lingkungan/kawasan objek wisata dikenakan Retribusi. s

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebag
berikut : '
a. Tarif Retribusi untuk sekali membawa masuk kendaraan, kamer

dan sejenisnya:
1. Kendaraan angkutan umum/bus,

Pasal 19

Mopen, KPU dan sejenisnya Rp 2.500.- BABY
2. Kendaraan roda empat Rp  1.000.- - WILAYAR PEMUNGUTAN
3. Kendaraan roda tiga bermesin Rp 500.- Pasal 11
4. Kendaraan roda dua bermesin Rp 500.- Kilayah . 2
5. Kendaraan roda tiga tidak bermesin Rp 500.- V¥4 pemungutan Retribusi adalah seluryp wilayah Kaby, ten N
Paten Nias,



1)
@)

G
kT
Wb

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

S o pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
iditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

e
e

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. i Pasal 16
B Withayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan
Pasal 13 0t bukti pembayaran.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokum
yang dipersamakan. BAB VIII
Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal SANKSI ADMINISTRASI
disetor oleh BKP ke Kas Daerah. Pasal 17

1)

@)

€)

(1)
@)

? hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
ng membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

BAB VII ’ . ;
TATA CARA PEMBAYARAN Jlf persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak
Pasal 14 Rl kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan

o e . . Kettibusi Daerah.
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat

yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu v BAB IX
ditentukan dalam SKRD. TATA CARA PENAGIHAN
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, mak Pasal 18

asa

hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selam
lambatnya 1 x 24 jam. '
Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yan
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diken

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) denga
menerbitkan STRD.

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
* awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
¢ setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

i Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
melunasi Retribusinya yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana
©dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus
Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memben izi
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dala
jangka  waktu tertentu  dengan  alasan  yang  dap
dipertanggungjawabkan.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

1



(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dar

pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga
Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, FENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU FENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tul
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan,
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena:
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atay’

pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan  ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secard
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk palin
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ay
(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak membe
Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

¢ (4) Permohonan keberatan seba

BAB X1I
TATA CARA PENYELESAJAN KEBERATAN
Pasal 21

(1) Wajib Retribusi d
b STRD,I usi dapat meng

"
..) Permohonan keberatan sebag

ajukan permohonan keberatan atas SKRD

disgrial ebagaimana dimaksud
paikan secara tertulis Kepada Kepala Daer;?cﬁazy ;2(;) harus
Jabat yang

dihunjuk palin
- g lama 2 (dua) bulan sejak B
3)  Pengajuan keberatan tidak menungas g:r];tt)z;i’f:rll e
gaimana dimaksud ‘
pada ayat (1) dan
gKg:La 6Daerah atau Pejabat yang) dihur?j}tllal:
(enam) bulan sejak tanggal surat

(2) har}xs diputuskan oleh
dalam jangka waktu palin
keberatan diterima,

BAB XIII
TATA CARA PERIIT
' "RIITUNGAN PEN
KELEBIHAN PEMBAYARAN Rggllgg?llsd?N

Pasal 22

—

) Wajib Retribusi
i i harus mengajuk
Kepala Daerah gajukan permohonan secara tertulis kepada

untuk i
| iembayaran Retrbus, - Perhitungan - pengembalian  kelebihan
tas dasar permohonan s i
kelebi n scbagaimana dimaks
:crlt:bli}r:ar;ahi?mt;aymn Retribusi _dapat 1anug(1~uﬁadadz-iyat (1), atas
berion b u dengan utang Retribusi dan ata e X {perhn.u,,gkan
pa bunga oleh Kepala Daerah,  sanksi administrasi

) Atas permohon .
} an sebagaimana di

atas kelebi imaksud pad

penslbk?]eblha" pembayaran tersebut dapst Z-a)’a’, (2) yang berhak
ayaran Retribusi selanjutnya. iperhitungkan dengan

=

Pasal 23
) Dalam hal kelebihan

o pemba ibusi vai .
diakukan  perhitung yaran Retribusi yang masih tersisa setelah

an  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
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2

)

(1)

(1)

()

diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan se:jak .diten'manyil
i rmohonan pengerihalian kelebthan peml?ayaran l'{etn.bus(;. .
K bihan pembayaran Retribusi schagaimana dimaksud pa b{
I(i?ili;;:r:b:likan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bula
iak diterbitkannya SKRDLB. R i
;2kae(::§;li;n kgiebihan pembayaran Retnbus& dllakufg Is(e;elaalh ‘
1ew§t waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kep

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk -
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. )
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan  Piutang

Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB XVI1
Daerah memberikan imbalan bunga 2%_ (dga persen) sebulan ata KETENTUAN LARANGAN
keterlambatan pembayaran kelebita Retribusi. Pasal 27

Pasal 24

i i i d dalam Pasal 22 dilaku
balian sebagaimana dimaksu B dizkul
g::g:? menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan I;etg.l:::é..
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, di

i'Setiap orang dan atau badan dilaran

g memasuki kawasan lingkungan objek
Lwisata tanpa membayar Retribusi,

X i i bukti pembayaran. BAB XVII
bukti pemmdahbukuan yang berlaku Jjuga Sebagal URH KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
BAB va " ) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
KADALUWARS diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan
Pasal 25 selama—lame'mya. 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4
Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka wakiu: (empat) kali retribusi terutang,
en ;

i i -a retribusi, kecu

luh) tahun terhitung sejak saat terutangnya kecu

;Oag;’f L\IV aji)b Retribusi melakukan tindak Pldana dx‘ bxdz’mg Retn;;:usal
Kpadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pa ,

Tindak pidana sebagaimana dimaksud

l pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

bil BAB XVIII
1), tertangguh apabila : . PENYIDIKAN
g ) Diterbitkannya Surat Teguran dan.Surat.PaL,sa”, atzll; o
b" Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retriousi, Pasal 29

langsung maupun tidak langsung. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit; keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar

BAR XV .
TATA CARA PENGHAPUSAN vPI.L-TAI‘«G
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 26
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G

)

j.  menghentikan penyidikan ;

keterangan atau laporan terscbut menjadi lebih lengkap dan
jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengeni

ictaksanaan Peraturan Daerah
Kebudayaan Kabupaten Nias

mi diserahkan kepada Din

g as Pariwj
dan wajib dibanty oleh I ey

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yasg Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah nstansi/Unit Kerja
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ; '
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Pasal 31

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; "

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

- Pembinaan dan

. : pengawasan Pe S
Dinas Pariwisata raturan Daerah ini dilakyukap

dan Kebudavaan Kabupaten Nias, oleh Kepala
Pasal 32

Dinas Pendapatan Kaby i
- t .
Retribusi Daevgh, paten Nias merupakan koordinator pemungutan

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan .
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung KETE BAB XX
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa NTUAN PENUTUP
sebagaimana dimaksud pada hurufe ; Pasal 33

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Hal-bal yang belum cuku

Retribusi ; : mengenai pelaksanaannya dj -
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa g Yo diatur lebih lanjut d

sebagai tersangka atau saksi ;
Pasal 34

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum ya

bertanggung jawab ; e
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya;
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Repub
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undan
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

gar setiap orang men

5 getahuinya, memerintakkan
aerah ini dengan pe ’ Pengundangan Peraturan
N 8an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
16
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Disahkan di  Gunungsitoli
pada tanggal 26 J u 11 2002

BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

Oudrind)

E———————

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR §

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI OBJEK WISATA

& MuM

{Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
litbagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dar lain-lain, harus
ditetapkan  dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
§Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
i Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
@ dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
€ pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
¥ dapat memberikan beban yang adil.

FSesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
E Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
i Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
J8E Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
i dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
“Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
1berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
- amber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
i ( Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
@ Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
@ mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
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Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pasal 7
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Cukup jelas
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi p

peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan e .
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah Cukup jelas
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pasal 9

Bahwa salah satu daya tarik kepariwisataan di Kabupaten Nias adalah Cukup jelas
adalah adanya keunikan objek wisata sebayzi ciri khas tersendiri, sehingga Pasal 10
menggugah para wisatawan untuk berkunjung ke objek-objek wisata yang Huruf,

ada di Kabupaten Nias.

Bahwa untuk meningkatkan daya tarik terhadap objek-objek wisata yang
ada di Kabupaten Nias, perlu dilakukan penataan, pelestarian/pemeliharaan,
pengembangan promosi, pembinaan dan pengawasan objek-objek wisata. |
Jasa atas pelayanan tersebut, maka Pemerintah Daerah memungut Retribusi
Objek Wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna
mendukung  keberhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah di
Kabupaten Nias.

Hurufp
C ukup jelas
Hururc

Cukup jelas
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasai 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas‘

Pasal 30
Cukup jelas

; ;Pasal 31
& Cukup jelas
@ Pasal 32
¢ Cukup jelas
§ Pasal 33
i Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
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